BAB IV
ANALISISTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG
NO.742/Pdt.G/2005/PA.Btg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITASDALAM PERKAWINAN

POLIGAMI

A. Analiss Hukum Acara (Hukum Formil) dan Hukum Materiil Terhadap
Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg
Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan |dentitas
Dalam Perkawinan Poligami

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawifekukan
sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan percerd@-hal yang
berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembapaikawinan dan
putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tasateesebut dalam Pasal
20 sampai 35 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu tentara data penyelesaian
gugatan perceraian (Pasal 38 PP No. 9 Tahun £875).

1. Pihak-Pihak dalam Perkara
Dalam perkara nomor: 742/Pdt.G/2005/PA.Btg, Pergadi
Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkaneapa perdata
dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putwisdam perkara
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri gabRENGGUGAT

dan suami sebagai TERGUGAT. Perkara ini dapat #mngke

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agarfagyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008, him. 237
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Pengadilan Agama Batang karena Penggugat adafalyasg sah dari
Tergugat yang menikah pada tanggal 2 April 2005gdanakta nikah
nomor: 73/02/IV/2008¢
. Prosedur Pengajuan Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan
1) Proses Administrasi Perkara Gugatan
Pada prinsipnya tata cara pengajuan permohonangtelzu
perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara p@sgagugatan
perceraian. Dan proses administrasi perkara gugatitah sama
dengan proses administrasi permohonan talak. Mendh ini Pasal
5 UU Peradilan Agama menyebutkan: “Tiap pemerikgaenkara di
Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya spatmohonan
atas gugatan dan pihak-pihak yang berperkara tieimggil menurut
ketentuan yang berlaku”. Secara singkat proseselstsadalah
sebagai berikut:
a. Gugatan diajukan/ditujukan kepada Ketua Pengaddangan
permintaan agar Pengadilan:
(1) Menentukan hari sidang.
(2) Memanggil Penggugat dan Tergugat.
(3) Memeriksa perkara yang diajukan kepada Tergugaa{R:38,
199 HIR).
b. Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam Hasalyat

(1), (2), (3), yang isinya adalah sebagai berikut:

% Dokumen Putusan Pengadilan Agama Batang No.74&R@05/PA.Btg
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(1) Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan Pengaiama

di tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Tetgug

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman betsapea

izin Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun }989

(2) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luarrhegaka
gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerahninykeu
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkanu ata
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2) Penggugat wajib membayar ongkos perkara (Pasa(4)21IR), agar
gugatan resmi dapat diterima dan didaftar dalanu bagister perkara
(Pasal 90 UU No.7 Tahun 1989).

Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebutituya
tentang Prosedur Pengajuan Perkara Pembatalanwheaka, tata
cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinamdgkrkara
No0.742/Pdt.G/2005/PA.Btg berbeda dengan tata caraggjuan
permohonan pembatalan perkawinan menurut Buku Hulkwara
Perdata Peradilan Agama di Indonesia karangan taikan Lubis,
SH., MH.

Dalam Perkara No0.742/Pdt.G/2005/PA.Btg dijelaskaahwa

sebelum menetapkan hari sidang Ketua PengadilamAdgatang setelah

menerima surat gugatan tersebut maka pada tan@g#gRBstus 2005

menetapkan penunjukan Majlis Hakim yang terdiri dar

% Sulaikan Lubis et.al.Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indongsiakarta:
Prenada Media, Cet. 1, 2005, him. 121-122



90

1). Drs. Abdul Manan, SH sebagai Ketua Majlis
2). Drs. Mutawali sebagai Anggota Majlis
3). Dra. Hj. Zainatul Istigomah sebagai Anggota liaj

Majlis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa guga&amggugat
wajib diajukan ke muka sidang Pengadilan Agama matdPada tanggal 22
Agustus 2005 Majlis Hakim yang ditunjuk menetapkami sidang yang pertama
pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 jard UAB.

Sedangkan dalam buku tersebut, dijelaskan Penenkem Sidang
ditentukan oleh Pengadilan dan buku tersebut tidenyebutkan Penetapan
Majlis Hakim sebelum Penentuan Hari Sidang. Sedamgkalam Perkara
No0.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Langkah pertama sebelumem@kan hari sidang
adalah menetapkan penunjukan Majlis Hakim dan RBpaet Hari Sidang
dilakukan oleh Majlis Hakim.

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang éhais Pengajuan
Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan jugadaerbenurut HIR ataupun
menurut UU PA, karena disitu tidak mencantumkanuBgrkan Majlis Hakim,
sebelum Penetapan Hari Sidang.

Dalam Pasal 118 HIR juga disebutkan:

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama maskikagaan pengadilan
negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaag ga@andatangani oleh
penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepatimiPengadilan Negeri,
yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggr@ugat, atau kalau

tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat seberaberdiam.
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(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang merelek tichggal dalam daerah
pengadilan negeri yang satu itu juga, maka gugdiajukan kepada ketua
pengadilan negeri ditempat tinggal salah seoramy t@agugat, menurut
pilihan penggugat. Jika tergugat-tergugat itu sdaia dalam hubungan
sebagai pihak yang berutang dan pihak yang menaggguaka gugatan
diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempagaingihak yang berutang
atau salah seorang dari pihak yang berutang, kedaam hal yang
ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tgntamsunan dan
kebijaksanaan kehakiman di Indonesia ( Hindia Badn

(3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dmtak diketahui pula
tempat berdiam sebenarnya atau tergugat tidak alikemaka gugatan
diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempafgél penggugat atau
salah seorang dari penggugat, atau kalau gugatamdahgenai barang tetap
itu terletak.

(4) Jika dengan surat akta tempat tinggal telah dipifilaka penggugat, kalau
mau dapat mengajukan gugatannya kepada ketua plmgageri yang
dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang diptlitierletak >

Pasal 119
Ketua Pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat pgstolongan kepada

penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan goggta

% Riduan SyahraniHimpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesandung:
Alumni, 1991, him. 194
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Pasal 120

Jika penggugat tidak pandai menulis, maka ia bofEngajukan gugatannya

secara lisan kepada ketua pengadilan negeri, yleang mencatat atau menyuruh

mencatat gugatan itu.
Pasal 121

(1) Sesudah gugatan yang dimasukkan itu atau catatendyauat itu ditulis oleh
panitera dalam daftar yang disediakan untuk itikarieetua menentukan hari
dan jamnya perkara itu akan diperiksa dimuka petayachegeri, dan ia
menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya meaghpdda waktu itu,
disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki supaganglar dan dengan
membawa serta surat-surat keterangan yang henplatgdnakan.

(2) Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu didemahuga sehelai salinan
surat gugatan dengan memberitahukan bahwa ia kadar boleh menjawab
gugatan itu dengan surat.

(3) Ketetapan yang dimaksud dalam ayat pertama dadl paisdicatat dalam
daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian jugdagpsurat gugatan asli.

(4) Memasukkan kedalam daftar yang dimaksud ayat partidak dilakukan
sebelum dibayar lebih dahulu kepada panitera pélagaskjumlah uang yang
akan diperhitungkan kemudian yang banyaknya buaestara ditaksir oleh
ketua pengadilan negeri menurut keadaan, buat sndlemtor panitera
pengadilan dan ongkos panggilan dan pemberitahegpada kedua belah

pihak yang berperkara dan harga meterai yang akakal’’

% bid., him. 195-196
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Sedangkan Menurut UU PA No. 7 Tahun 1989 juga disein di dalam Pasal
55, yaitu: “Tiap pemeriksaan perkara di Pengaddesudah diajukannya suatu
permohonan atas gugatan dan pihak-pihak yang lemgertelah dipanggil
menurut ketentuan yang berlakef’.

Pasal 73, menyebutkan:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuas&epada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pengguketuali apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kadibersama tanpa izin
tergugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negegatan perceraian
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnyiautigempat kediaman
tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediadiiaar negeri, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerahvimykeumeliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pdagaflpama Jakarta
Pusat’’

3. Proses Pemeriksaan
a. Pendaftaran Perkara

Tata cara pemeriksaan permohonan pembatalan pedaswama
seperti pemeriksaan dalam perkara cerai gugat peineriksaan gugatan
perceraian dilakukan oleh Majlis Hakim selambatbaiya 30 (tiga

puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan i@eéacedidaftarkan di

% YU R.I Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Nbmor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, him.74
* Ibid., him. 80-81
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kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidangup, demikian pula

pemeriksaan terhadap saksi-saksi (Pasal 80 UU Ni89/ Pasal 33 PP

N0.9/1975)'° Pendaftaran perkara dilakukan oleh Penggugat dan

gugatannya diajukan pada tanggal 18 Agustus 20ekgadilan Agama

Batang. Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btgn@nurut penulis

tidak sesuai karena Pemeriksaan Perkara pada Sikntgma lebih dari

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal PendaftararkdPe. Pendaftaran

Perkara tanggal 18 Agustus 2005 dan Pemeriksadarepada Sidang

Pertama dilaksanakan tanggal 27 September 2005ekabut juga tidak

sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terRamadilan

Agama, yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) parimunyi:

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Maliakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelatkdseratau surat
gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniterdan.

b. Penetapan Majlis Hakim
Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketnenunjuk
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perka@am sebuah
“Penetapan” Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo Pasall@U-PA). Ketua
membagikan semua berkas perkara dan atau suratysumg berhubungan
dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepaajalidHakim untuk

diselesaikar> Dalam  perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebut,

190 Mukti Arto, op.cit., him. 226

101 yu R.I Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Nbmor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agamap. cit, him. 82

192 Mukti Arto, op. cit, him. 61
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menurut penulis sudah sesuai karena PenetapansMgkim tidak lebih
dari 7 (tujuh) hari setelah Pendaftaran Perkarand®&garan Perkara
didaftarkan tanggal 18 Agustus 2005 dan Penunjukéajlis Hakim

dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2005. Pada Perkensebut Ketua

Pengadilan Agama Batang menetapkan Penunjukan sMigikim yang

terdiri dari :
1. Drs. Abdul Manan, SH sebagai Ketua Majlis
2. Drs. Mutawali sebagai Anggota Majlis
3. Dra. Hj. Zainatul Istiqgomah sebagai Anggota Majlis

. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majlis Hakim setelah menerima berkas perkinseburt,
bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkaskarp. Ketua
kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jamnkppekara itu akan
disidangkan serta memerintahkan agar para pihakndgl untuk datang
menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telahtdian itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa merekpatd
mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang al&jukan dalam
persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah tersebukuktn dalam sebuah
“Penetapan” yang ditandatangani oleh Hakim/KetugehMa

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidargnpe harus

dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersdaagkuDemikian pula
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tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya aéasan-alasan
penundaannya juga dicatat dalam Register ters&but.

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebutjung penulis
sudah sesuai karena Penetapan Hari Sidang dilakoledin Ketua Maijlis
Hakim. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggdiasjiam kapan
perkara itu akan disidangkan. Pada tanggal 22 Aguad05 Majlis Hakim
yang ditunjuk menetapkan hari hari sidang yangapeat pada hari Selasa
tanggal 27 September 2005 jam 09.00 WIB.

Kemudian Ketua Majlis memerintahkan kepada paraakpifiang
berperkara untuk datang pada hari dan tanggal yela@ ditetapkan dan
diperintahkan pula kepada penggugat untuk mendtedisaksi baik dari
pihak keluarga penggugat ataupun orang yang mengetperistiwa
perkawinan penggugat dan tergugat.

d. Pemanggilan Pihak-pihak
1) Aturan Umum
Tata cara pemanggilan sama seperti pemanggilamdadaikara
cerai gugat, yaitu berdasarkan perintah Hakim/Ke¥aelis di dalam
PHS, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pegilm kepada para
pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tdng@n jam
sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidapgag telah

ditetapkan.

193 pid., him. 62
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Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jal B89 dan

122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara r@ampatut yaitu:

a) Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang ,sghakni telah
diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan
Jurusita/jurusita pengganti berwenang melakukaasiga hanya di
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersdaagku

b) Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipandgiltempat
tinggalnya.

c) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persianigarus
memenuhi tenggang waktu yang patut yaitu sekuramgrgnya 3
(tiga) hari kerja (tidak termasuk hari libur di dainya)*®*

Dalam perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tersebut,nung
penulis sudah sesuai dengan ketentuan diatas, yémanggilan
dilaksanakan oleh Majlis Hakim dan jarak antaran®eggilan dengan
hari Persidangan sekurang-kurangnya 3 (hari). Yaga hari sebelum
tanggal persidangan keduanya mendapat surat panggitara resmi dan
patut.

e. Pemeriksaan dalam Sidang
Proses Persidangan pembatalan perkawinannya asddabai berikut:

1) Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama

Tanggal 27 September 2005 kedua belah pihak datang

menghadap sendiri ke Persidangan. Tiga hari sebetanggal

194 1pid., him. 63
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persidangan keduanya mendapat surat panggilanasezsani dan patut.
Pada sidang pertama Majlis Hakim berusaha agak piiag berperkara
mau berperkara mau bersabar dan berdamai. Namba Msjlis Hakim
gagal karena penggugat tetap pada gugatannya.

Ketua Majlis Hakim menunda persidangan untuk pertiank
sampai hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005. KetuajlisM
memerintahkan kepada para pihak yang berperkanz wtatang pada
hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan dipsnkdn pula kepada
penggugat untuk menghadirkan saksi baik dari pkedlkarga penggugat
ataupun orang yang mengetahui peristiva perkawpamggugat dan
tergugat.

2) Pemeriksaan Perkara pada Sidang Kedua

Sidang kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 20@8isMHakim
tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah mhphkya rukun
kembali, tetapi tidak berhasil. Sidang dilanjutkdan penggugat telah
siap menghadirkan saksi dari keluarga. Namun sebsla penggugat
menyerahkan surat bukti tertulis yang sudah bemai&tan cukup yang
berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah penggugabmor
73/02/1V/2005, tertanggal 2 April 2005 yang dikekamn oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Bafdely.Ketua
Majlis surat bukti tersebut diteliti dan dicocokka®engan yang asli

kemudian diberi tanda P.I.
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Panitera Pengganti memanggil saksi untuk masukieg sidang
dari keluarga penggugat yang bernama: Anshori biduhSyukur (Ayah
penggugat), agama Islam, pekerjaan tani, tempggdirDukuh Sijono Rt
02/01 Desa Sijono Kecamatan Warungasem Kabupatem@aSebelum
memberikan keterangan saksi bersumpah bahwa ia riesnberikan
keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yangnsehya.

Atas pertanyaan Majlis Hakim saksi menerangkangashzerikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung penggugat.

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melankmsang
perkawinannya pada bulan April 2005.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersamanthh saksi
selama 4 bulan lebih.

- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tidggaha tergugat
waktu menikah mengaku jejaka, akan tetapi ternyatgugat telah
mempunyai istri dan anak, sebab saksi telah mekgadaengecekan
langsung di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo.

Atas pertanyaan Hakim para pihak membenarkan kiesaikang
diberikan oleh saksi. Kemudian saksi kedua dipdngmasuk yang
bernama: Tashudi bin Moh. Wayidi, umur 45 tahunanag Islam,
pekerjaan buruh, tempat tinggal Dukuh Sijono Rt002Desa Sijono
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Atas paganyajlis

Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi adalah tetangga ayah penggugat.

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melankmsang
perkawinannya pada bulan April 2005.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersamandih orang
tua penggugat selama 4 bulan lebih.

- Bahwa sekarang keduanya telah pisah tempat tinggaha tergugat
waktu menikah mengaku jejaka. Akan tetapi, ternyatgugat telah
memalsukan data. Adapun yang sebenarnya tergugdahsu
mempunyai istri dan anak di desa asalnya, yaitDeta Kebumen
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Atas pertanyaan Hakim, para pihak membenarkandmgen yang
diberikan oleh saksi, lalu kedua saksi dipersilahkatuk meninggalkan
ruang sidang.

Ketua Majlis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaakgartelah
selesai. Para pihak dipersilahkan menyimpulkan ataenanggapi
perkaranya tetapi para pihak menyatakan sudah cuKugrgugat
membenarkan semua alasan atau dalil-dalil yangnudikekan oleh
Penggugat. Tergugat juga bersedia dan tidak keberatas gugatan
pembatalan perkawinan.

Jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkalrdalli
dan alasan yang tercantum dalam surat gugatan dileamaperkara ini

dianggap telah terbukti karena Pengakuan di dep#ang Pengadilan
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merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat, sangaentukan dan
tidak dapat dibantah lagi.

Majlis Hakim mengadakan musyawarah secara tertugefelah
selesai Ketua Majlis menyatakan sidang terbuka kunimum yang
agendanya pembacaan amar putusan yang pada pokolangabulkan
gugatan penggugd®t

Alat Bukti

1) Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesyatng memuat
tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menaurabkkhati atau
menyampaikan buah pikiran seseorang dan diperganaebagai
pembuktian (alat bukti). Alat bukti tertulis diatdalam Pasal 138, 165,
167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No.28 &asal 1867-
1894 BW., serta Pasal 138-147 K.

2) Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan diansidgkang,
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentantu queristiwva atau
keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami send&hagai bukti
terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Balkiisdiatur dalam pasal

168-172 HIR/Pasal 165-179 R.BY,.

195 Sumber data di Pengadilan Agama Batang, padaah@ggiuli 2012
198 Mukti Arto, op.cit, him. 148
%7 pid., him. 165
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3) Pengakuan

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjédii yang
sempurna untuk memberatkan orang yang mengakbatk,Pengakuan
itu diucapkannya sendiri maupun dengan bantuangodam yang
dikuasakan untuk melakukannya. Bukti Pengakuarudidalam Pasal
174 HIR™®

Selain itu Pengakuan di depan Sidang Pengadilanpakan alat
bukti yang sempurna, mengikat, sangat menentukan tidak dapat
dibantah lagi.

Dalam Perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, alat bukéng
digunakan oleh Majlis Hakim dalam memutus perkamsetbut adalah
Kutipan Akta Nikah nomor : 73/02/1V/2005 yang diikan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem KabuiBstng, atas
nama Misrokhah dan Miftakhurronman dan juga diladtinya saksi-
saksi.

Menurut HIR Alat Bukti tertulis diatur dalam Pad448,165,167.

Menurut Pasal 138, menyebutkan :

(1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran suraj gajukan oleh
lawannya, maka pengadilan negeri dapat memeriksauhalan sesudah itu
ia akan memberi keputusan, apakah surat yang dibahi boleh dipakai

atau tidak dalam perkara itu.

198 Riduan Syahranpp. cit, him. 213
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Jika ternyata buat keperluan pemeriksaan itu, memggn surat yang
dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negemerintahkan
supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilgemeli Persidangan yang
akan ditentukan untuk itu.

Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surabéik karena perihal surat
itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpaaka pengadilan
negeri memerintahkan supaya pemeriksaan itu dilkwkmuka pengadilan
negeri pada tempat tinggal penyimpan, atau supayat $tu dikirimkan
kepada ketua dalam tempo yang ditentukan dan memara yang akan
ditentukannya. Pengadilan negeri yang tersebutherenembuat berita acara
dari pada pemeriksaannya dan mengirimkan kepadgagéan negeri yang
meminta pemeriksaan.

Penyimpanan dengan tidak ada sebab yang sah mepefaktah untuk
memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, bolghekisa dengan paksaan
badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan stuadtas perintah ketua
pengadilan negeri yang wajib memeriksa surat itas germintaan pihak
yang berkepentingan itu.

Jika surat itu tidak merupakan bagian sebuah dafteaka penyimpan
membuat salinan putusan itu sebelum diperlihatkan dikirimkan, salinan
mana menjadi ganti surat asli selama surat itu nbetliterima kembali.
Disebelah bawah pada salinan surat itu dicatat sgiebnya salinan itu
dibuat, catatan mana dibuat pada surat asli yaag diberikan itu dan pada

salinan tersebut.
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(6) Segala biaya dibayar oleh pihak yang mengajukaat stang dibantah itu
kepada penyimpan, menurut taksiran ketua pengadiageri yang
memutuskan perkara itd

(7) Jika pemeriksaan mengenai kebenaran surat yangkdmjitu menerbitkan
persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh oreamggoyang masih, maka
pengadilan negeri mengirim surat-surat itu kepagjabat yang berwenang
menuntut kejahatan itu.

(8) Perkara yang diajukan kepada pengadilan negeriditangguhkan dahulu
sampai perkara pidana itu diputusk&h.

Menurut Pasal 165, menyebutkan :

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleluatdnadapan pejabat umum yang
berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yarmky bagi kedua belah
pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang apatdhak dari padanya,
tentang segala hak yang tersebut dalam akta itujudm tentang yang tercantum
dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetayg yersebut terakhir ini hanya
sekadar yang diberitahukan itu langsung berhubudgagan pokok akta itu.
Pasal 167 menyebutkan :

Bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka hakmbas memberikan kekuatan
bukti terhadap pembukuan seseorang, seperti yaagatiannya patut dalam tiap-

tiap hal yang istimewa:*

1091hid., him. 202-203
1%hid., him. 203-204
11 pid., him. 212
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Sedangkan Bukti Saksi diatur dalam Pasal 168-1R2 HI
Pasal 168 menyebutkan :

(Tidak berlaku lagi dengan adanya Undanddug Drt. No.1 Tahun 1951).
Pasal 169 menyebutkan :

Keterangan dari seorang saksi saja, detigak ada sesuatu alat bukti yang
lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum.

Pasal 170 menyebutkan :

Jika kesaksian yang terpisah-pisah danibesendiri dari beberapa orang
tentang beberapa kejadian dapat menguatkan sudtarpedertentu oleh karena
kesaksian itu adanya kesesuaian dan berhubung-aburmmaka diserahkan
kepada pertimbangan hukum buat menghargai kesakaian terpisah-pisah itu
menurut keadaan.

Pasal 171 menyebutkan :

(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebabgtahuan saksi itu.
(2)Pendapat —pendapat atau persangkaan yang isdiyeavg terjadi sebagai hasil
pemikiran, bukan kesaksian.

Pasal 172 menyebutkan :

Dalam menimbang nilai kesaksian, hakinukamemperhatikan benar-benar
kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, Kemoopa dengan yang
diketahui dari tempat lain tentang perkara yangerilisa, segala sebab yang
kiranya ada pada saksi-saksi untuk menerangkarageitu dengan cara begini

atau begitu, cara hidup, adat dan martabat saksipdda umumnya segala hal
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yang ikhwal yang dapat berpengaruh sehingga saksdapat dipercaya atau
kurang dipercay&:?
Dalam UU Peradilan Agama No.7 Tahun 198&tildertulis dan bukti saksi
tersebut tidak diatur, hanya diatur dalam HIR saja.
4. Format Putusan
Mengenai bentuk dan isi Putusan Pengadilan Agam@nBaNo.
742/Pdt.G/2005/PA.Btg menurut penulis sudah sdsar@na telah memenuhi
beberapa bagian yang harus ada dalam PutusannBaagén tersebut adalah:
a. Kepala Surat
Susunan pertama dalam bagian ini adalah Putusaodi@mdiikuti
di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil rarior perkara, lalu
dilanjutkan dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM” dengan
diikuti kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA".
b. Nama Pengadilan dan Jenis Perkara
Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara rydsaln
“Pengadilan Agama batang yang memeriksa dan mdngpdikara
pembatalan perkawinan pada Pengadilan tingkatrpafta
c. ldentitas Para Pihak
Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam gary yaitu memuat:
1. Nama

2. Umur

12 1bid,, him. 212-213
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3. Agama
4. Pekerjaan
5. Tempat tinggal
6. Kedudukan sebagai pihak
. Tentang Duduk Perkaranya

Setiap putusan Pengadilan dalam perkara perdatzs hmemuat
secara ringkas tentang gugatan dan jawaban Tergegata ringkas dan
jelas. Di samping itu, dalam surat putusan jugaihanemuat secara jelas
tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasalpdeaturan perundang-
undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadirtidaknya para pihak
yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.
. Tentang Pertimbangan Hukum

Hakim dalam memutuskan hukumnya suatu perkara harus
berdasarkan indikasi-indikasi yang didapatkannyansa proses perkara.
Indikasi-indikasi inilah yang menjadi pertimbangankum bagi hakim
dalam memutuskan hukumnya suatu perkara. Dan jugamh harus
mempertimbangkan dalil Penggugat dan juga saksitgakg ada.
. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah sisi dari putusan itu sendingymerupakan
jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajulkeim Benggugat. Amar

putusan dimulai dengan kata-kata “MENGADILI".
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g. Bagian Penutup
Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersgiputuskan dan
dicantumkan pula nama Hakim Ketua dan Hakim Anggatag memeriksa
perkara itu sesuai dengan penetapan Majlis Hakmg gitunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditandatanoleh Panitera
Pengganti yang ikut sidang. Di samping itu pericadiumkan pula tentang
hadir tidaknya Penggugat dan Tergugat pada waktisan diucapkan.

Dari analisis di atas, ditinjau dari Hukum Acaraukdm Formil),
Pengadilan Agama Batang tersebut dalam memutuskdana Pembatalan
Perkawinan (No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg), menurunylis belum sesuai
yaitu di dalam hal Pemeriksaan Perkara pada Sidsgama. Karena
Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama lebih3@afiiga puluh) hari
setelah tanggal Pendaftaran Perkara. Pendaftarkar®d¢anggal 18 Agustus
2005 dan Pemeriksaan Perkara pada Sidang Perti@aksatiakan tanggal 27
September 2005. Hal tersebut juga tidak sesuaiafem®pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan ditinjau dari (Hukum Materiil), bahwa NdaHakim telah
membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tdrgkgeena dalam
perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, sellinperkawinan tersebut
adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhigutas hukum dan tidak
memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan poligatmag@mana ditetapkan

dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jolPgsKompilasi Hukum
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Islam. Dan menurut penulis sudah sesuai karenaidVigbkim telah

membatalkan perkawinan tersebut. Dan perkawinaelet harus dibatalkan.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan
Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan
Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan ldentitas Dalam Perkawinan
Poligami

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yangndian oleh
Majlis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalarkgwénan No.
742/Pdt.G/2005/PA.Btg adalah hukum Islam dan PexatuPerundang-
undangan yang berlaku.

Dasar pertimbangan hukum Islam yang dijadikan Majliakim dalam
memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.74&R@05/PA.Btg,
menurut penulis sudah sesuai, karena Majlis Haletaht membatalkan
perkawinan antara Misrokhah dan Miftakhurrohmanyeka di dalam
perkawinan tersebut telah terjadi penipuan danukalarkawinan tersebut
tidak dibatalkan maka hati Misrokhah menjadi tidakan dan tidak tentram.

Berangkat dari pembatalan perkawinan, khususnyardakerkawinan
antara Miftahurrohnman dengan Misrokhah. Perbuatamatsuan yang
dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu jenis pelaman terhadap
kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan mempéeletungan bagi diri
sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan higiaupg teratur di dalam
masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat bgslarg tanpa adanya

jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dartukdarnya. Karenanya
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perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagig&engan hidup
dari masyarakat tersebldt

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelamggahadap dua
norma dasar:

a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannyatdegaiong dalam
kelompok kejahatan penipuan.

b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergodtaigm kelompok
kejahatan terhadap negara/ketertiban uriitfm.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahataipysmn, apabila
seseorang memberikan gambaran tentang sesuatwakestda sesuatu barang
(surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersemlikdiya. Akibat yang
ditimbulkan dari pemalsuan adalah membuat orang terpedaya dan
mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atasgbsurat tersebut itu
adalah benar atau aSF,

Fikih Islam mengenal pemalsuan dengan istilafggharar
(ketidakpastian). Gharar dari segi fikih berarti penipuan dan tidak
mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidgkat diserahkarGharar
adalah suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakdak ada unsur

kerelaan-'®

113 4 A.K. Moch Anwar,HukumPidanadi Bidang EkonomiBandung: Citra Aditya, 1990,
him. 128

4 bid., him. 128

115 1bid., him. 128

Uhttp://syakirsula.com/index.php?option=com.conterié=article%id=162:gharar-
ketidakpastian-dalam-asuransi-syariah%catid=32amsitsyari'ah%itemid=76 diakses tanggal 15
September 2012 pukul 10.00 WIB
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Gharar merupakan salah satu penyebab terjadifgsad Fasad
dimaknai sebagai perubahan sesuatu dari keadaarahgang baik menjadi
tidak normal (rusak), juga dimaknai batal. Sedanglebih luas lagifasad
diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak selrajan aturan seperti
kezaliman, fitnah, dan sebagainya. Oleh karenaaitad merupakan unsur
penting dalam suatu perikatan untuk menghindariidékjelasan dan
memperjelas tujuah’

Keadaan rumah tangga Misrokhah dan Miftakhurrohraadah
tidak harmonis bahkan tidak lagi serumah layakmsagantin baru. Keadaan
ini terjadi setelah Misrokhah mengetahui bahwa &kifturrohman telah
beristri dan mempunyai anak, Misrokhah merasa Witiperasa telah turut
serta memberi andil menjadikan istri Miftakhurronmalan anaknya
menderita lahir batin. Dia merasa telah merampkohang lain sehingga dia
sudah tidak mungkin lagi mempertahankan perkawiygnrdengan
Miftakhurrohman.  Perkawinannya dengan  Miftakhurranm telah
menimbulkan kemadlaratan bagi istri Miftakhurrohmanaknya dan dirinya
sendiri. Dia merasa sudah tidak mungkin menerugi@@kawinannya yang
telah dimulai dengan kebohongan dan penipuan sghiiia mengajukan
gugatan pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dekgiaah fighiyyah:

)l

“Kemudharatan itu harus dihilangkan'®

17 http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/ngenal-jual-beli-gharar.html diakses
tgl 16 September 2012 pukul 14.00 WIB

118 Ade Dedi Rohayand|mu Qowaid Fighiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Isladekarta:
Gaya Media Pratama, 2008, him. 214
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Melihat nash Al-Qur'an, Hadits, aturan-aturan meage
perkawinan dan kaidah fikih bisa diambil kesimpulamhwa pembatalan
perkawinan karena adanya unsur pemalsuan idenyitasgy terjadi di
Pengadilan Agama Batang menurut fikih Islam satayatk untuk dibatalkan
karena dalam akadnya sudah tergtthrar (penipuan).

Penipuan dalam hukum pidana disebut juga dengaah&ign. Penipuan
masuk kedalam hukum pidana (delik pidana) Pasal RUBHP. Seseorang
dikatakan melakukan penipuan apabila ia denganwaeldak bermaksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. “Melawaak” disini bisa
dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkdtahong dan sebagainya.
Pada Penipuan ada unsur kesengajaan pada dir'upg&ﬂ%g

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Penipuan terdebdalah dapat
merugikan orang lain, seperti yang terjadi antamsuk Misrokhah dan
Miftakhurrohman. Perbuatan Penipuan yang dilakuldétakhurrohman tersebut
dapat merugikan orang lain, baik Misrokhah, ist@ingan anaknya. Dan
menjadikan hati Misrokhah menjadi tidak aman ddakitentram.

Sedangkan Penipuan dalam hukum perdata disebutanepgrbuatan
melawan hukum?® Seperti yang terjadi pada kasus Misrokhah dan
Miftakhurrohman tersebut, yaitu “Seorang suami tgkan poligami tanpa izin

Pengadilan Agama”. Perbuatan Miftakhurrohman teusetelah melakukan

Whttp:/mww.hukumonline.com/klinik/detail/d33/wanstasi-dan-penipuan, diakses
tanggal 11 Oktober 2012 pukul 10.30 WIB

12%ttp://answer.yahoo.com/question/index%3Fgid%302a24223954AAdmkgN diakses
tanggal 5 November 2012 pukul 10.00 WIB
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pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasala?2{2) Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi ttukslam.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan ténsieadalah sejak
diketahuinya Penggugat melakukan pelanggaran huilibatnya Penggugat
menjadi malu dan merasa tidak mungkin mempertamamkanah tangganya.
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggeh& Tergugat pergi dari
rumah orang tua Penggugat.

Dengan melihat ketentuan diatas Perkawinan yangadierantara
Misrokhah dan Miftakhurrohman tersebut, menurut ytisnhanyalah sekedar
untuk memuaskan nafsu Miftakhurrohman belaka, larediam-diam
Miftakhurrohman melakukan Perkawinan Poligami tampa dari Pengadilan
Agama ataupun dengan istrinya yang bernama SalakurRtersebut. Dan
perbuatan Miftakhurrohman juga telah melanggar IPaddndang-Undang No.1
Tahun 1974, yaitu :

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengamg lain tidak dapat

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut padsaPa ayat (2) dan Pasal

4 Undang-undang ini*?*

Jika Miftakhurrohman ingin beristri lagi hendakng@engikuti prosedur
hukum yang berlaku, seperti yang disebutkan dirdaRasal 4 dan 5 Undang-
Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga diatur daBah IX Pasal 55-59

Kompilasi Hukum Islam.

121 yndang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1@p4.cit, him. 20
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Penipuan yang terjadi dalam rumah tangga tidak ak@nujudkan rumah
tangga yangsakinah, mawaddaldan rahmah Dan juga tidak akan tercapai
kebahagiaan dalam rumah tangga, baik suami atau Karena di dalam
Perkawinan tersebut telah terjadi kebohongan, kieibhongan itu menjadikan
hati Misrokhah tidak tentram lahir d@athin

Tujuan Perkawinan pada dasarnya adalah untuk meuoibdmeluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkawmh&nan Yang Maha Esa
(Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974) dan Perkawinan hextujuntuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rdamah (Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam).

Sebagaimana yang dikehendaki AllahrS1&lam firman-Nya :

¢ ERERS 00 BAOQYONITIO @A I L e0

ALAEKO> A0 SITQHE <HAE W@
B -MARCAECO®= N erw AKITTO OO0

2OZOCrO¢ =A>R Y eO0 e AV 0@ RD
ORx O RO OoOxdOgO0e0ed cCcOOOeUOs
B 20+ 0. erw Y Yetdn A0, 10+ 0
XV ¢QORGATXI G40

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah di@enciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayanka cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diamar rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demitkidemnar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q8-Rum: 21)%2

Dari dasar-dasar pertimbangan hakialard memutuskan perkara
pembatalan perkawinan No0.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, ungn penulis sudah
sesuai baik dalam hukum Islam maupun PeraturannBang-undangan yang

berlaku.

122 pepartemen Agama RAl-Qur'an dan Terjemahnyap. cit, him. 644
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Dalam hukum Islam, menurut penulidagdusesuai karena Majlis Hakim
telah membatalkan perkawinan antara Miftakhurrohihem Misrokhah karena di
dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuealairsitu perkawinan tersebut
juga tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mermersyarat-syarat
perkawinan poligami. Dan perkawinan tersebut hdibatalkan.

Dalam Undang-Undang, menurut penslislah sesuai karena dasar
pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majlis Hakialam memutuskan
perkara pembatalan perkawinan No0.742/Pdt.G/200B®tAadalah berdasarkan
Pasal yang membahas adanya unsur pemalsuan (pefsgdah sangka dan
kemaslahatan). Hal ini sudah sesuai dengan Pasayat?2(2) Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) dan Pasalya? (2) Kompilasi Hukum

Islam.



